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BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG

Menimbang

Mengingat

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah
ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;

. bahwa dalam rangka meningkatkan fleksibilitas, efektivitas,

efisiensi dan proporsionalitas perangkat daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karo perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf
a;

. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99

Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat
Daerah ditegaskan bahwa evaluasi kelembagaan perangkat
daerah dapat dilakukan 2 (dua) tahun setelah Pemerintah
Daerah melakukan penataan struktur perangkat daerah, baik
berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan,
perubahan nomenklatur, peningkatan tipologi dan/atau
pengurangan jumlah perangkat daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Karo;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang. . .
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perckonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang

Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

9. Peraturan. . .
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO

Menetapkan:

dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARO.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo
Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016
Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03)
diubah sebagai berikut:

. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah
dengan susunan sebagai berikut:
a. Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe A, merupakan unsur staf

yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta
pelayanan administratif;

. Sekretariat DPRD Kabupaten Tipe B, merupakan unsur

pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap
tugas  dan fungsi  DPRD, mempunyai tugas
menyelenggarakan administrasi  kesekretariatan dan
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,
serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan
fungsinya sesuai dengan kebutuhan;

Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe A, merupakan unsur
pengawas yang mempunyai tugas membantu Bupati
membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan
oleh Perangkat Daerah;

. Dinas Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, terdiri atas:

1. Dinas. ..
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13.

14.

15.

16.

Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenpgarakan arusan
pemerintahan bidang pendidikan,;

Dinas  Kesehatan Tipe A, menyelenggaralaan arusan
pemerintahan bidang kesehatan;

Dinas  Pekerjaan Umum  dan Tata Ruang Tipe 13,
menvelenggarakan urusan pemerintahan hidang
pekerjaan vmum dan penatann ruang,

Dinas Perumahan dan Kawasan  Permukiman  serta
Pevtanahan Tipe 13, menyelenpgpgarakan urusan
pemerintahan  bidang  perumahan rakyat,  kawasan
permukiman dan bidang pertanahan;

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, meyelenpggaralan
urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban
umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan
kebakaran;

Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang sosial;

Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah  Tipe B, menyelenggarakan  urusan
pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang koperasi,
usaha kecil dan menengah;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B,
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
perindustrian dan bidang perdagangan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A,
menyelenggarakan  urusan pemerintahan bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A,
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa;

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
serta Pengendalian Penduduk dan KB Tipe A,
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta
bidang pengendalian penduduk dan KB;

Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perhubungan;

Dinas  Komunikasi dan Informatika Tipe B,
menyelenggarakan urusan  pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang
persandian;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
penanaman modal dan unit pelayanan terpadu satu
pintu;

Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta
Pariwisata  Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kebudayaan, bidang pariwisata
serta bidang kepemudaan dan olah raga;

17.Dinas. . .
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L Dnnnes Perpustakann dan Arsip Tipe 13, menyelengparakan
tinsan pemermtalinn bidang perpustakann dan bidang
| (':n‘»i'v.lll.

P Dinass Pertnninn Tipe A, menyelenpparakan  urusan
pemermtabaon idang pertanion,

9 D Ketahonan Panpgan dan Perikanan  Tipe A,
menyelenppgmakan urasan pemerintahan bidang pangan
chan bidnny: kelantan dan perilkanan;

Hadan Daecrah merupnkan unsur penunjang  yang

mempunyai toapgas membanta Bupati dalam melaksanakan

[unpsi penunjong urusan pemerintahan yang  menjadi

Lewennnpan Daerah, terdivi dari:

I Badan Perencanann Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Penpgembanpgan Tipe A, melaksanakan  fungsi
penunjong urusan pemerintahan bidang perencanaan
dan bidang penelitian dan pengembangan;

2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan
[ungsi penunjang urusan pemerintahan sub pengelolaan
kenanpan dan asel daerah;

3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan sub pengelolaan pajak
dan retribusi dacrah;

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan  bidang  kepegawaian serta bidang
pendidikan dan pelatihan;

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah klasifikasi A,
melaksanakan tugas penanggulangan bencana;

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan
urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan
politik.

Kecamatan terdiri atas:

1. Kecamatan Barusjahe dengan Tipe A;
2. Kecamatan Berastagi dengan Tipe A;
3. Kecamatan Dolat Rayat dengan Tipe A;
4. Kecamatan Juhar dengan Tipe A;

5. Kecamatan Kabanjahe dengan Tipe A;
6.  Kecamatan Kutabuluh dengan Tipe A;

7. Kecamatan Lau baleng dengan Tipe A;

8. Kecamatan Mardinding dengan Tipe A;

9. Kecamatan Merdeka dengan Tipe A;

10. Kecamatan Merek dengan Tipe A;

11. Kecamatan Munte dengan Tipe A;

12. Kecamalan Namanteran dengan Tipe A;
13. Kecamatan Payung dengan Tipe A;

14. Kecamatan Simpang Empat dengan Tipe A;
15. Kecamatan Tiga binanga dengan Tipe A;
16. Kecamatan Tiganderket dengan Tipe A; dan
17. Kecamatan Tiga Panah dengan Tipe A.

2. Pasal. ..
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2. Pasal 3 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

(1) Pada Dinas/Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
(2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8

(1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis
dinas daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah
sakit umum daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus
serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi
bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara
profesional.

(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) rumah sakit umum daerah memiliki
otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah
dan bidang kepegawaian, serta menerapkan pola pengelolaan
keuangan badan layanan umum daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit
organisasi rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan
masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling
banyak 3 (tiga) staf ahli.

(2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh
Sekretaris Daerah.

(3) Nomenklatur, tugas fungsi dan uraian tugas Staf Ahli Bupati
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sub
Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
yang penempatannya melekat pada Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11. ..
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U Pt Npieation Sl Begeaa pusdos Povaigslal Daerah
dianebont e dlibenhentibo o olele gt sental dengan
Povatiran peranding teedaggan

(U Pepabiat Do lepenshicha b dane Poncatatooe Sipdl gt
don ditetaptoan bevdiaarkan Befentunn peraluran
Porii b vodaangan

Y letentuan ebibe Tangot senpenad Jochatane padas Pevangbal
Prvcrady dimton devgenn Peratviran Hopali

Vol T dihagpan
ol U diheyps
ol BE by s
Casal Ty dihapuan
Panal 10 i,
Ietentuan Panal 19 dinhaby, sehingga berbunyt sebagai berilount;

IMannl 19

(1) Denpan betlakomya Peraturan Daeral fnd, malo

s Peraturan Daevalhv Kabupaten laro Nomor 1O Tahuoan
2008 tentang Steaktar Orpandsas dane Tata Kerjn
Keluranhang

b Peratuean Daetah Knbupaten Karo Nomor 17 Tahuan
2008 tentang Ovpandannt don Tata Regne Selaetarind
Dacrah dan Selkvetarint Dewan Perwalkilan Rakyat
Dacraly Knbupaten Koo,

¢, Pernturan Daerah Kabupaten kino Nomor 18 Tahan
2008 tentang Orpanisant dan Tata Kegoo Dinas Dinag
Daerah Kabupaten Ko,

. Pernturan Dacrah Knbupaten Karo Nomor 19 ‘Tahun
2008 tentang Orpandsast don Tata Kerjo Lembagn Teknis
Dacrah Knbupaten  Koro ascbhapaimann telah diubah
denpgan Pernturan Daecrah Kabupaten Karo Nomor 01
Tahun 201 tentang Perabahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten  Karo Nomor 19 Tahun 2008  tentang
Orpaninasi dan Tatn Kerjn Lembapn Teknia Daerah
Kabupaten Karo,

¢, Peraturan Daernh Kabupaten Karo Nomor 20 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamaton,

I, Peraturan Dacrah Kabupaten Karo Nomor 21 Tahun
2008 tentang Orpanisast dan Tata Kerja Akademi
Kebidanan Knbanjnhe,

P Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun
2000 tentang tentang Orpgandsasi dan Tata Kerja Kantor
Peloyanan Perijinan Terpadu;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

(2) Semun, ..

Dipindai dengan CamScanner



(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi
perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan
pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

ttd

KAMPERAS TERKELIN PURBA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA:
(12-190/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT QAERAH KAB. KARO,

@

"\MONICA MAYTRISNA PURBA, SH
NIP-19730529 200502 2 001
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PN LASAN
ATAN
PEIERATURAN DAISRATT KABUPATICN KA
NOMOR 1O TAHIUN 2021

TINTANMC

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN PERANCGEAT DARRATT KABUPATIGH EARC

UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 99 Tahuan 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Peranghkat Dacrale yang menepaslan
bahwa evaluasi kelembagaan perangkat daerah dapat dilalulan 2 {dua) tabum
sctelah Pemerintah Daerah melakulkan strultur peranglat daeraly, haile herupa
pembentukan baru, penambahan, penpgabungan, perubahan nomenklatur,
peningkatan tipologi dan/atau penpgurangan jumlab peranglat dacrah dan
berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah dan Peraturan Pemerintah Momor 72 Tabhoan 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peranglal
Daerah, dalam rangka mewujudkan perangkat daerah sesuan dengan prinsip
desain organisasi, didasarkan pada asas elisiensi, efektifitas, permbaginn habis
tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemenntaban
yang menjadi kewenangan dacrah dan intensitas urusan pemerintahan dan
potensi daerah. Sejalan dengan prinsip penataan organisasi peranghkat dacrah
yang rasional, proporsional, efektil dan efisien dan untuk meninglkathkan
fleksibilitas, efektifitas, efisiensi dan proporsionalitas peranghkat dacrah maka
dilakukan evaluasi dan penataan perangkat daerah.

Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepni
pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala dacrah
(strategic apex), sckretaris daerah (micdle line), dinas dacrah foperating core),
badan/fungsi penunjang (technostructure), dan stal pendukung (supporting
staff). Dinas dacrah merupakan pelaksana fungsi inti foperating core) yang,
melakukan tugas dan fungsi sebapgai pembantu  kepala  daerah  dalam
melaksanakan fungsi mengatur dan  mengurus  sesuai bidang  urusan
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun
urusan pilihan.

Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (lechnostructure) yang
melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala dacrah dalam
melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan fungsi inti foperating core). Urusan pemerintahan yang diserahkan
kepada daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib  dan  urusan
pemerintahan pilihan.  Urusan pemerintahan  wajib  dibagi  atas  urusan
pemerintahan  yang berkaitan  dengan pelayanan  dasar  dan  urusan
pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar,

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Karo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo yang

memberilaan. ..
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memberikan arah dan pedoman vang jelas kepada Pemerintah Kabupaten Koto
dalam menata perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewigg
Perwakilan Rakvat Daerah dalam menyelenggarakan uruzan pemerintnhan

vang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Karvo,

I[I. PASAL DEMI PASAL
Pasall
Angka 1
Pasal 2
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 3
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 6
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 8
Cukup jelas
Angka 5
Pasal 10
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 11
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 12
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 13
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 14
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 15
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 17
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal Il
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 08
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